WALIKOTA BANJARMASIN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR ¢44 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 119 TAHUN 2020 TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN
TAHUNAN INSPEKTORAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

Menimbang

Mengingat

WALIKOTA BANJARMASIN,

bahwa telah dinyatakan Corona Virus Disease 2019
sebagai Pandemic oleh World Health Organization dan
dalam rangka percepatan penangan Corona Virus
Disease 2019 perlu dilakukan langkah-langkah
antisipasi dan penanganan dampak penularan Corona
Virus Disease 2019;

bahwa dalam rangka untuk efektivitas pelaksanaan
pengawasan oleh  Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah dalam masa penanganan Corona Virus
Disease 2019 dapat berjalan dengan baik dan optimal,
perlu melakukan perubahan terhadap Keputusan
Walikota Banjarmasin Nomor 119 Tahun 2020 tentang
Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kota
Banjarmasin Tahun 2020;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b,
perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang
Perubahan Atas Keputusan Walikota Banjarmasin
Nomor 119 Tahun 2020 tentang Program Kerja
Pengawasan Tahunan Inspektorat Kota Banjarmasin
Tahun 2020.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1939
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);



2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor S Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4816);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4890);
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10.

11.

12.

13.

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5887)
sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 604 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007
tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007
tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun

2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat
Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019

17.

18.

19.

: 1.

tentang Perencanaan  Pengawasan Penyelenggaran
Pemerintahan Daerah Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1280);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah
Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 44 Tahun
2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kota
Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun
2020 Nomor 4);

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun
2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi
Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam
Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
2019 (Covid-19);

Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran
dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah,;

MEMUTUSKAN

Merubah Lampiran Keputusan Walikota Banjarmasin
Nomor 119 Tahun 2020 tentang Program Kerja
Pengawasan Tahunan Inspektorat Kota Banjarmasin
Tahun 2020 dengan jadwal kegiatan pengawasan dan
objek pemeriksaaan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan Walikota ini.

Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak
tanggal 20 Maret 2020 dan berakhir sampai dengan
tanggal 31 Desember 2020



KETIGA

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari
terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan
diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada Tanggal 14 Oktober Z0ZC

Plt. WALIKOTA BANJARMASIN,

,/

H. HERMANSYAH
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KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR &84 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 119 TAHUN 2020 TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
INSPEKTORAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020
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Plt. WALIKOTA BANJARMASIN

H. HERMANSYAH



